
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Bergulirnya era otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan yang 

signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan 

beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Perubahan ini 

berimplikasi pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola dan 

memberdayakan serta mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah 

membentuk dinas-dinas daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, dan 

urusan-urusan yang diselenggarakan adalah urusan-urusan yang telah menjadi 

urusan rumah tangga daerah.  

 

Otonomi daerah yang dalam realisasinya mempunyai hak, wewenang dan 

kewajiban mengurus rumah tangganya sendiri, tidak akan berjalan dengan 

baik jika tidak ditunjang oleh pegawai negeri yang baik sebagai aparatur 

negara. Pemaknaan otonomi daerah bukan hanya sekedar upaya pengaturan 

rumah tangga daerah sendiri secara mutlak terpisah dengan daerah lain, 

namun lebih luas dari itu, yaitu mengembangkan daerah sendiri menggunakan 

segala potensi daerah, melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah 

lain atau pemerintah pusat.  
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Hal di atas sesuai dengan amanat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sesuai dengan uraian di atas, pemerintahan daerah dapat diposisikan sebagai 

suatu organisasi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Sebagai suatu organisasi, pemerintahan daerah harus memiliki 

budaya organisasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal 

ini sesuai dengan John P. Kotter dan James L. Heskett (dalam Moeljono, 

2006:4), yang menyatakan bahwa pengaruh budaya yang kuat dalam 

organisasi membuat menempatkan budaya organisasi sebagai faktor yang 

menentukan sikap perilaku manajemen dalam perusahaan. Empat pentingnya 

kajian mengenai budaya organisasi, yaitu: 

1.  Budaya organisasi dapat mempunyai dampak yang sangat berarti terhadap 

kinerja organisasi terutama dibidang ekonomi. 

2.  Budaya organisasi mungkin akan menjadi suatu faktor yang bahkan lebih 

penting lagi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan 

dalam dasawarsa yang akan datang. 

3.  Budaya organisasi yang menghambat kinerja keuangan jangka panjang 

cukup banyak; budaya-budaya tersebut mudah berkembang bahkan dalam 

perusahaan-perusahaan yang penuh dengan orang-orang yang pandai 

berakal sehat. 

4. Walaupun sulit diubah, budaya organisasi dapat diubah agar bersifat lebih 

meningkatkan kinerja. 
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Menjalankan kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan 

budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang 

bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. 

Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara 

berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat 

anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang 

menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. 

 

Budaya organisasi dalam organisasi birokrasi publik pada umumnya mengacu 

pada pendapat Tangkilisan (2005:19-20), bahwa untuk mengetahui pola 

budaya adalah adanya inisiatif individual, integrasi, dukungan manajemen, 

pengawasan atau kontrol serta pola komunikasi.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka budaya organisasi merupakan hal yang 

penting dalam sebuah organisasi karena impact dari budaya akan 

mengakibatkan kinerja sebuah organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi 

yang baik sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks yang 

demikian, penelitian mengenai budaya organisasi sangat menarik untuk dikaji 

lebih dalam. Meneliti budaya organisasi akan diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau membentuk budaya organisasi, sikap dan perilaku 

pegawai, proses pembentukan budaya organisasi dan lain-lain. Budaya 

organisasi secara tidak langsung akan membuat kinerja organisasi menjadi 

lebih baik karena budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 
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Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Organisasi 

Perangkat Daerah. 

 

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan 

adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang awalnya merupakan 

gabungan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan 

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sejak 

diberlakukannya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2013 

yang mulai berjalan sejak Januari 2013 menjadi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasai dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika 

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah 

daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan 

tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  
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Pegawai pada masing-masing bidang tetap melakukan sistem kerja lama atau 

bekerja sendiri-sendiri dengan jaringan koordinasi antar bidang yang kurang 

baik karena latar belakang sebelumnya terdapat 2 (dua) struktur dijadikan 1 

(satu) SKPD baru dengan sistem kerja yang berbeda-beda, sehingga rasa 

kerjasama atau kesatuan menjadi kurang baik sehingga yang terjadi adalah 

koordinasi intern, komunikasi intern, kekompakan serta iklim kerja yang 

dinamis berjalan kurang baik, dengan begitu akan timbul suatu sikap dan 

perilaku negatif serta budaya yang kurang baik juga. Berdasarkan hal tersebut 

diatas, faktor komunikasi dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi budaya 

organisasi. Penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi dan lingkungan kerja 

terhadap budaya organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Dalam suatu organisasi, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana 

menciptakan keharmonisan dan keserasian dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

atau aktivitas kerja tersebut. Keharmonisan dan keserasian tersebut dapat 

tercipta jika sistem kerja dibuat rukun dan kompak sehingga tercipta iklim 

yang kondusif. Komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting diperlukan 

dalam tatanan masyarakat modern. Intensitas arus informasi, media 

komunikasi dan perubahan sosial adalah beberapa hal dimana masing-masing 

saling memiliki korelasi dan komunikasi sebagai main stream dalam 

komunitas sosial yang terlegitimasi oleh adanya pemerintahan. Proses 

komunikasi intern antara atasan dan bawahan yang baik serta di dukung 

dengan lingkungan kerja, baik yang intern maupun ekstern yang nyaman dan 
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memadai akan mampu mewujudkan budaya organisasi denga tingkat efisien 

dan efektivitas yang tinggi (Prasudha, 2009:5). 

 

Secara aplikatif komunikasi dalam dunia pemerintahan sangat penting guna 

menunjang lancarnya operasionalisasi kebijakan yang telah diprogramkan. 

Sistem komunikasi yang diterapkan dalam birokrasi tentu memiliki 

karakterisitik yang khusus, hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintahan 

dalam manajemen pemerintahan. Menurut Scot (1961) dalam Pace dan Don 

F. Faules (2001:63), sistem komunikasi mencakup individu dan kepribadian 

setiap orang dalam organisasi, struktur formal, pola interaksi informal, pola 

status dan peranan yang menimbulkan pengharapan serta lingkungan. Semua 

saling berhubungan dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. 

Setiap bagian dihubungkan dengan bagian yang lainnya, dan penghubung 

utama adalah komunikasi. 

 

Komunikasi merupakan alat penghubung guna menciptakan kerjasama dalam 

suatu organisasi, serta berfungsi sebagai sarana internal dan eksternal demi 

pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan adanya 

komunikasi, anggota organisasi akan diikutsertakan dalam memberikan input 

baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga rasa tanggung jawab 

dapat ditingkatkan dan lebih jauh hasil yang diharapkan keefektifan kerjapun 

dapat ditingkatkan (Putranegara, 2010:3). 

 

Berdasarkan prariset dengan melakukan observasi kepada para pegawai di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, dapat 

dinyatakan bahwa lingkungan kerja di kantor yang kurang kondusif atau 
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kurang mendukung pelaksanaan kinerja. Hal ini ditunjukkan dari adanya 

pegawai yang membaca koran pada jam kerja, saling mengobrol satu dengan 

yang lainnya, pulang kerja sebelum waktunya dan menggunakan telepon 

genggam pada saat jam kerja (Sumber: Observasi pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Selasa 7 Januari 2014). 

 

Relevansi kurang kondusifnya lingkungan tersebut kinerja terlihat pada 

kurang optimalnya pencapaian kinerja organisasi Hal ini diketahui dari belum 

tercapainya hasil pekerjaan sesuai dengan target waktu dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2001:21-22), terbagi 

menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 

Tahun 2013, diketahui bahwa ketercapaian program kerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan baru mencapai 85% dari target 

penyelesaian sebesar 100% yang ditetapkan (Sumber: Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014) 

 

Sehubungan dengan konteks tersebut, pelaksanaan peningkatan kapasitas 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya di 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perjalannya tentu juga dipengaruhi 

oleh lingkungan kerja. Terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas terjaganya harmonisasi 

pegawai, sebagai entry point didalam peningkatan kinerja pegawai di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mencapai 

kondisi tersebut, secara normatif Sedarmayanti (2001: 65) menyatakan bahwa 



8 

 

diperlukan kondisi optimum (dalam hal ini adalah kondusifitas iklim 

lingkungan kerja) agar tujuan program dapat dicapai secara maksimal.  

 

Menurut Nitisemito (2000 : 183), lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang diembankan. Lingkungan kerja merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi budaya organisasi karena bersentuhan 

langsung dengan anggota organisasi atau aparatur pegawai dalam 

menjalankan organisasi, hal tersebut tentunya erat kaitannya dalam menilai 

ideal atau tidaknya budaya organisasi pada organisasi tersebut. Lingkungan 

kerja yang baik dan kondusif akan dapat mendukung keberhasilan pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

 

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: “Apakah lingkungan kerja dan sistem komunikasi  berpengaruh 

terhadap budaya organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lampung Selatan?” 

 

Lebih lanjut identifikasi masalah adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap sistem komunikasi 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Seberapa besar pengaruh sistem komunikasi terhadap budaya organisasi 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan? 

3. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap budaya organisasi 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja 

dan sistem komunikasi  terhadap budaya organisasi pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap sistem 

komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung 

Selatan 

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh sistem komunikasi terhadap 

budaya organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Lampung Selatan 

3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap budaya 

organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan dalam rangka pengembangan 

ilmu khususnya tentang Ilmu Pemerintahan berkaitan dengan teori budaya 

organisasi pemerintahan. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan 

pada organisasi pemerintahan dalam rangka pembentukan budaya 

organisasi pemerintahan yang baik berdasarkan faktor komunikasi dan 

lingkungan kerja, kemudian juga sebagai tambahan informasi bagi para 

pemerhati yang ini meneliti lebih lanjut.  


